PUTUSARN
WNomor 1561/Pdt.GF2015/PA.BM
| Py [ R ;
DEMI ‘KEADILAN EERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
FPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam  persidangan Majells Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:
SAIFUL BAHR! Bin A. BAKAR, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA,
agama Islam, pekerjean Petani, tempat kediaman di Rt. 007 Rw.003
Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon.
melawan
YANI CAHYANTI Binti A. WAHAE, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTP |
agama lslam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di
Lingkungan Rasabou RT.020, RW. 007 Kelurahan jatibaru,
Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagal Termohon,
Pengadilan Agama tersebut,
Telah memkbaca dan mempelajari berkas perkaranya,
Telah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi dan memeriksa bukti-

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01
Desember 2015 yang ielah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agamia
Bima pada tanggal O1 Desember 2015 dengan MNomaor

1561/Pdt Gr2015/PA BM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

" Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 1561/P0t Gr2015/PA BM,
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. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Pemohen dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sesuai dengan
Duptikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.08/1/Pw.01/106/2015 tanggal 19

Movember 2015 ;

. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba
Kota Bima selama 11 tahun. Selama pemikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami ister dan
dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Aifi Candra (P} umur 8 tahun, 2. Alifa

Murfadila (P) umur 8 tahun ;

. Bahwa kurang lebih sejak  bulan Junl 2014 antara Pemohon dan Termohon

terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termehen tidak mau mengikuti perintah dan nasehat Pemohon sebagai
Seurang suarni ;

b. Keluarga Termohaon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan
termohom;

c. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, orangtua Temmohon lebih

merabela anaknya dibanding Pemaohon sebagal menantunya ;

- Bahwa puncak kerstakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan November 2015,
yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dain_
tinggal dirumah orang tua Termochon di Kelurahan jatibary Kecamatan
Asakota Kota Bima, Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah tempat tinggal sampal sekarang, Selama itu Termohon sudah fidak
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memperdulikan Pemchon, fidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
sampai sekarang ;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikanoleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

B. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohion  sudah fidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar nomma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk  menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alzsan/dalil-dalil di atas, Pemochon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
rmenjatubkan putusan yang amamya:

Dalam Petitum ;

A. Primair
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon (Saiful Bahri bin A. Bakar)
untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon {Yani Cahyanti binti

A. Wahab) di depan sidang Fengadilan Agama Bima;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Danfatau menjatuhkan Putusan [ain yang seadil-adiinya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim :

Bahwa, pada har persidangan yang felah ditstapkan, Pemohon dan

Temmohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan
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damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula

diupayakan perdamaian melalyi mediasi, dengan Mediator Saudara Drs.
H.Mukhtar SH. MH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan
Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Januari 2016, mediasi antara Pemohon dan
Ten‘nuhun_ gagal mencapai kesspakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara inj
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas
pertanyaan Ketua Majelis, Pemaohon menyatakan tetap dengan permohonan
Femohon;

Bahwa, atas permohenan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lizan ¥ang pokoknya menerima dan membenarkan
$ebagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan menalak sebagian.

Bahwa, Pemchon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telak
mengajukan bukti surat dan 2 {dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, vaitu:

1. Fotokapi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5272021612830007, tanggal 04
Juli 2012, bermeterai Cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
bukti P.1:

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Alta Mikak, Momar
Kk.19.08/1/Pw. 01/106/2015, tanggal 19 MNovember 2015, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Rasanae Barat Koia
Bima, bermeterai cukup dan felah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
bukti P.2;

B. Bukii Saksi, yaitu:
1. 5t MNurma Binti Syamsu, Saksi tersebut dij bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berfkut;

Hal 4 dar 19 hal Prousan hin - 1 B@1000 oo o s s

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saks
adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohan;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalah suami ister sah,

menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 arang anak;

- »Bahwa saksi mengetahul antara Pemohon dan Termohon  terjadi
perselisinan dan pertengkaran, dan =aksi mengetahui Termohon telah
pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya namun
saksi tahu tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwas saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah pisah termpat
tinggal sudah lebih 1 (salu) bulan lamanya

- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah mendamaikan
Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga,
namun fidak berhasil,

- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Pemchon dan
termahon;

2, Jumardin Bin lkhsan, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan
hal-hal sehagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termaohaon:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan felah
mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu Pemchon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkartan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Saksi mengetahul babwa termohon  telah pergi meninggalkan

kediaman bersama ke rumah orang tuanya ;
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- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termoheon sudah tidak

harmonls lagl sehingga telah berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu)
bulan lamanya ;
- SBaksi tahu Pemohen dan Termohon sudah pemah di damaikan oleh
, keluarga dan tokoh masyarakat untuk hidup rukun kembali membina
rumah tangga, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebuf, Pemohon dan
Termohan telah menerima dan memohon putusan |
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inl maka menunjuk hal
ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemmohonan Pemochen adalsh
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir
dan memberikan keterangan yang :‘:ukl.lp. dan Temnchon telah hadir di
persidangan dan memberikan keterangan yang cukup, Eemudian oleh Majelis
Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian
agar tetap hidup rukun selayaknya suami isti sepertl semula, namun upaya
perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula
diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi oleh Drs. H.M.
limak, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Bima dan berdasarkan laporan hasil
mediasi tanggal 13 januar 2016 menyatakan bahwa, mediasi gagal menﬁapai

kesepakatan,
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Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi relatif, maka berdasarkan
bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan teiah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti
Pemohaon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka
sesLal f‘asal 73 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1389 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan
Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara 2 gug;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, patut dipertimbangkan
bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya
perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan
alat bukli surat (P.2)yang merupakan akta otentik dengan nilal pembuktian yang
sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti babwa antara Pemohon
dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 23 Juli 2002;

Menimbang, bahwa aiasan yang mendasari Pemohon menuntut cerai
talak, karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Termohon,
sejgk  bulan Nopember 2014 terus menerus terjadi perselisihan  dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalm berumah
tangga dizebabkan
a. Termochon tidak mau mengikuti perintah dan nasshat Pemohaon ;

b. Keluar Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohen dan
Termohaon |
c. Orang tua Termohon selalu membela Termohon jika terjadi permasalahan

dalam rumah tangga Pemohon dan Termehon:
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d. Termchon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang
tuanya dan tidak mau kemball lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah
memberikan jawaban yang pada pokcknya menerima sebagian alasan-alasan
yang dikemukakan Pemohon dan membantahnya sebagian namun fidak
keberatan untuk bercerai dengan Pemaohon;

Menimbang, bahwa terkait alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan
Pemochon, Temmohon mengakui bahwa rumah tangganya sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran namun Termohon membantah sebagian alasan-
alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, babwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang
mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan
Temmohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa
rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran. Termohon membenarkan sebab terjadinya
persalisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, amun
Termohon juga mengemukakan tegadinya perselisihan tersebut disebabkan
perselingkuban Pemohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dar “sebab” perselisihan dan
pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan
menurut Termohon,  Majelis  Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait
dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Pamohen dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah
ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan
313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi

benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemchon dan Termohon sering
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terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi

pada pertengahan bulan November 2015, dimana Termoheon pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemochon dan Termochen
hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan
ini telah perlangsung lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan demikian dapat
disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun
selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat
saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya:

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal
76 Ayat {1) Undang-Undanyg Nomaor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
tengan Undang-Undang Momor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo,
Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 1975, ketentuan mana
karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dar keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Pemohon dan Termohamn;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksl yaitu: St. Nurma Binti Syamsu dan Jumardin Bin Ikhsan.
gedangkan Termehen tidak mengajukan saksinya dipersidangan:

Menimbang, bahwa formil kedua saksi Pemohon telah memberikan
keterangan di depan persidangan dan telah pula disumpah, Qleh karenanya
harus dinyatakan kedua saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat
formil dan syarat materiil:

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon dan 1 saksi
Termahon tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian,

bahwa antara Pemohen dan Termohen telah sering berselisih dan bertengkar,
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yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti perintah dan nasehat
Pemohon dan suka ikut campumya keluarga Termohon dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon telah pergi meninggalkan
kediaman bersama. Sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohen telah
pisah tr:;rnpat tinggal selama lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian yang diajukan oleh
Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi. Keterangan 2 (dua)
saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya
perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga Femohon dan Termohon
yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serts
mendukung satu sama |ain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian,
oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat
bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh
Pemohon dan Temmohon melalul jawab-menjawab dihubungkan dengan
keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap
suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan
berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemehon dan Termohan benar-benar telah
terjadi perselizihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk
disatukan kembali sebagal suami isfri, rumah tangganya sudah tidak harmonis
tan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang
atal dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Temmchon telah
pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohen
mengindikasikan, babhwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isti sudah

tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhumya unfuk mencapal tujuan
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perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Momor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Atinya. "Dan diantara fanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dar difmu sendin, supaya kamu cenderung dan
merasa lentram kepadanya, dan dijadikan disntaramu rass kasih
sayang, Jasunggulinya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagf kaum yang berakal”;

Menimbang. bahwa dalam Yurisprudens| Mahkamah Agung RI. Nemor:
38.K/AGM 990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa
perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan perfengkaran terus-
menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya,
akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendin,
sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah
berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenunilah ketentuan Pasal 19
Huruf { f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975, yaitu: "Antara suami istri
terus meherus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidek ada harapan
akan Ridup rukun lagi datam rumah tangga™

Menimbang, bahwa ditambahkan pula perimbangan, sebagaimana telah
divraikan terdahufu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan
pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januar 2015, kiranya

dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan
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untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar
terseput, Majeiis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan

Pemohon dan  Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan

menimbulkan kemadaratan dalam rumah tangganya. Sesuali  dengan
pernyajaan lbnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fighu As-
Sunnah Juz Il Halaman 244, penerbit Dar Al-Kufub Al-'Arabi, Beirut, cetakan
% tahun 19383, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelizs Hakim dalam

putusan ini berbunyi sebagai berikut:
Uil Clad® g (A g1) gl g a8l A G Laglhu meadl 8 agfal LSS

Artinya © “..... jika rumah tangga suami dan isii (vang telah terjadi perselisifan)
dipsksakan unlvk telap kumpoel kembali dslam rumsah tangganya,
maka rumah tangganya akan berfambah buruk dan nreruncingkan
perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram™

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung BRI, Nomaor
44 KFAGMS08 tanggal 19 Februari 1989 ditemukan suatu kaidah hukum yang
berbunyi: “Babwa bilamans antare suami istri telah lerbukll dalsm pemeriksaan
di Pengaditan Agama tenfang adanys perselisifan dan didukung oleh fakts
lidak berhasinya Majelis Hakim merukunkan kemball para pihak  yang
bersengkela sabagai spami isfr, maka sesvai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf
{0 Peraturan Pemearintatt Nomor 8 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-
Lindang Momor 1 Tahun 1874 secara yuridis permohonnan Pemohon yang
mahon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan™

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci
cleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemoheon dan Termohon sangat
sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik

adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-

" Hal. 12 dart 19 hal Putusan No. 156 1/Bg, G/2015/PA. BM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Disclaimer

Bagarah ayat 229, yarng diambil cleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan

dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:
Chaaly g e gl iy ey lladld (515 ga (3 Sl
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cars yang baik™

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan, bahwa
permohanan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, oleh
karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan kepada
Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan
Agama Bima,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai istri
yang diceraikan oleh Pemohen dalam perkara a quo Majelis Hakim dengan
mendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dapat memprtimbangkan secara ex officio;

Menimbang, bahwa terkait dengan ex officio Majelis Hakim berdasarkan
kepada Fasal 41 huruf {¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum lIslam, serta sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung RL, Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret
2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan
secara ex officio. Karena itu dalam hal ini, meskipun Temohon tidak
mengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Temnochon mengajukan
gugatan rekonvensi mengenaj nafkah idah dan mutah tetapl tidak menyebut
besamya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat

memerniksa dan memutus permohonan itu secara ex officia;
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Menimbang, bahwa terkait dengan hak ex officio, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dua hal yang berhubungan erat dengan permohonan
perceraian yang diajukan oleh Pemaohan, yaitu berupa nafkah idah dan mut'ah:

Menimbang, babwa berkaitan dengan nafkah jddah, berdazarkan
Pazal W9 huraf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah,
maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah. kecuali hekas ister
telah dijatubi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan
berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz I,
halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam

putusan ini, berbunyi sebagai berikut:
5.1::J| L;j;j‘ﬂ'l_ﬁ‘l_r's“'l‘l I..I!J L.rg_._j I.__m;I-.JG::L]:dJi.‘ﬁ\J;__I“Ji_}qll JJ.IEIB]

Artinya: “Apabila suami menceraikan st sesudsh dukhu! dengan falak raft
rmaka st berhak mendapat lempat finggal dsn nafkah semasa
iddah®

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti
Temmohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, hahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah ‘nafagah
yaumiyah” (nafkah harian) yang diberikan aleh bekas suami kepada bekas
istrinya, sedangkan yang dimaksud “nafagah® menurut Sayyid Sabiq dalam
kitabnya Fighus Sunnah juz Il halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-‘Arabi
Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperiuan
istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-cbatan, sekalipun
isti  termasuk orang vyang kaya Menurut kebiasaan dalam masyarakat,
nafkah adalah keperduan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim

paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam

e e R L bt R TR I TRRREE 14 B i n b f
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 808.K/MG/2003 tanggal 23 Maret
2005 mengatakan, “Jumiab nitai mutah, nafkah, maskar dan kiswah selgima
masa lodafr serla nafkah anak harus memenuhi webutuhan  minimum
berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesual kelenfuan Komoilasi Hukom
Islarm darn perundang-unidangan yang berlaky"
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan
Al-Quran dalam surat 65 {Ath-Thalag) ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:
- ol Laa Bl 4855 e 338y | e e o g5 3
Artinya:  “Hendakiah orang yang mampu member nafkah  menurut

kemampuannys. Dan arang yang disempitkan rezkinya hendakish
metiibert nafkah dari karta yang diberikan Allan kepadanya"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di
atas, kepada Pemohon dihukum  untuk membayar nafkah idah kepada
Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- {Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160
Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan
kemampuan suami, Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada
aspek Kemampuan suami;

Menimbang, bahwa alam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 241, yang
berbnyi zebagai berikut:
iy el Flis callall
Artinya: "Wepada wanita-wanita yang diceratkan (hendakiah diberikan oleh
Suaminya} mut'ah (pemberian) menurut yang ma'rf

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah
tersebut antara lain adalah sebagai konpensasi terputusnya rasa cinta dan

hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang
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tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil
maupun immateril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi

bagi isteri yang diceralkan,

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat
L]

menghibur dan mengurangl kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DE.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Figh Allslami Wa-adiliatuhu juz VIl halaman
320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

s 1 ) 3l o il sl g Bl Al cdasy Bl lals il

(s S A0 il (S0 o

Artinya: “Pemberian mul'ah ity agar ister terhibur hafinga, dapal mengurangi

kepedifian halinya akibat caral talak, dan unfuk menumbubkan keinginan

rukun kembali sebagal suami isteri sspertl samula, ftha bukan falak bain

kubro®;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpencapat adalah layak dan patut apabila besarnya
mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang
sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga Pemchon haruslah
dihukum untuk membayar mutah kepada Termohon berupa uang sejumiah
Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiahy).

Menimbang, bahwa Temnchon ditetapkan sebagai hak asuh dan
pemeliharaan terhadap anak, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, Termahon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan
pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut
mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbana, bahwa meskipun Majelis hakim dalam perimbangannya telah
menetapkan Temmohon sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas

seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon

R et T Rl T T ]
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Disclaimer

tersebut di atas, tidak berarti harus memutus hubungan antara anak tersebut
dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya hak-hak
Pemohon untuk berternu, menjenguk, member kasih sayang dan mengajak
jalan-jalan kepada anak tersebut kepada anak tersebut harus tetap dilindungi,
sapanjfmg tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan dan hak asuh anak tersebut
kepada Termschon, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon
membayar kepada Termohon nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Momer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada
Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaRarkan
putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu:

Menimbang, babhwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemehon,
eebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Momer 7 Tahun 1983,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2008 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Womor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seria

hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini:

Haf. 17 dari 19 hal. Pulisan No. 1569501 G201 5PA. M,
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MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Pemohon:

- Membernkan izin kepada Pemchon (Saiful bahri bin A Bakar} untuk

menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Yani cahyanti binii A

Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Bima:
»

. Menghukum Pemobon untuk membayar kepada Termohon pada saat

pengucapan ikrar talak berupa:

3.1.Nafkah idah sejumlah Rp 3.000,000,- (Tiga juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiak):

3.3 Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 500.000,- (Lima rafus ribu
rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan
biaya pendidikan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10
(sepuluh) pada bulan bersangkutan terhitung sejak ikrar talak
diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri
sendiri atau sudah berumur 21 {dua puluh satu) tahun atau sudah
kawin;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan

Penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Mikah {PPMN) Kantor

Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, kepada Pegawal Pencatat

Mikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima dan kepa

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana’e Barat

Kota Bima untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu

. Membebankan kepada Pemoheon untuk membayar biaya perkara ini

sejumiah Rp 291.000.- | Tiga ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dialngsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2016 Masehi,

Hal. 18 dar {9 hal. Pudusan N, TSE?.’P&IG.-‘?G?&-’PAEM

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



berepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 Hijdyah oleh Drs. Rustam

Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarok, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hard Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi cleh Hakim Anggeta, dan dibantu oleh Dra.
Murkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dibadiri oleh Pemchon dan

Termahon;

AT E 1
TEMPE

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI gﬂ(}{} ;&

Hakim ggota,

g

Drs. A MUBARCHK

Dra. NURKHAIRIAH

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran - Rp 30,000

2. Biaya Proses : Rp 50.000,.-
3. Biaya Pangailan © Rp 300.000-
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,-

Jumiah : Rp 391.000,-

T Al 19 dari 19 hal. Putiusan No, 156 1/Pc.G/2015PA BM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



